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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokratis yang 

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang 
transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan 
informasi juga menjadi sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara maupun Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Badan Publik 
memiliki kewajiban membuka akses informasi bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan 
Informasi Publik. 

Melalui prinsip keterbukaan, Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean 
governance). 

Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR 
Nomor 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan PPID di 
lingkungan Kementerian PUPR, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan 
layanan informasi publik serta pengelolaan struktur organisasi PPID. 
 

1.2 Maksud dan Tujuan 
Penyusunan laporan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memiliki 

maksud untuk mendokumentasikan pelaksanaan kewajiban Badan Publik dalam 
memberikan layanan informasi secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. 

Adapun tujuan laporan ini adalah: 

1. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang KIP di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. 

2. Menjadi sarana evaluasi dan monitoring atas kinerja layanan informasi publik. 
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan keterbukaan 

informasi publik. 
4. Memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan informasi 

publik di masa mendatang. 
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BAB II 
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMBIAYAAN 

INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM 

2.1 Kebijakan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP di Tahun 2025 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) berkomitmen 
mendukung keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan internal 
yang memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 
optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penetapan standar layanan informasi 
publik. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penajaman dan memperkaya informasi 
pada 3 (tiga) klasifikasi informasi di lingkungan Pekerjaan Umum yang telah disusun sejak 
tahun 2015 yaitu: 

• Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; 
• Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; 
• Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.  

 
Sebagai upaya penguatan PPID tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus 

melakukan sosialisasi atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Organisasi dan Penunjukan Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kementerian Pekerjaan Umum. 
 
2.1.1 Adapun beberapa kebijakan internal yang merupakan implementasi UU KIP Tahun 
2025 adalah: 

1. Telah terdapat SK PPID DJPI Nomor 56/KPTS/Dp/2024 Tahun 2024 Tahun 2024 
Pembentukan TIM Sekretariat Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan 
Perumahan. 

2. Telah terdapat SK SP4N Lapor di lingkungan DJPI Nomor 79/KPTS/Dp/2024 Tahun 
2024 tentang Penetapan Tim Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan 
Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan 
Perumahan. 

3. Telah terdapat SK PIC pengelolaan Aplikasi Nomor 10 /KPTS/Ps/2024 Tahun 2024 
Pembentukan Tim Penanganan Aplikasi Pengaduan Masyarakат di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat. 

4. Telah terdapat SK Standar Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Perumahan 
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan. 
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5. SOP Sistem informasi Aplikasi Pengaduan. 

2.2 Kegiatan Internal Terkait dengan Implementasi UU KIP pada Tahun 2025 
• Pengelolaan Website dan Media Sosial 

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki website 
resmi yang terintegrasi dengan portal Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu melalui 
alamat pembiayaan.pu.go.id.  

Melalui website ini, DJPI menyampaikan berbagai informasi terkait: 

- Profil organisasi dan struktur unit kerja, 
- Kebijakan, regulasi, dan program kerja pembiayaan infrastruktur, 
- Informasi publik terkait layanan, termasuk mekanisme Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha (KPBU), 
- Data pendukung dan publikasi, 
- Layanan pengaduan serta permohonan informasi publik. 

Seluruh data dan informasi yang tersedia di website diperbaharui secara berkala 
maupun sesuai kebutuhan, sebagai wujud komitmen DJPI dalam mendukung 
keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Website 

 

 



 
 

 7 

Selain melalui website, DJPI juga memanfaatkan berbagai media sosial resmi 
sebagai sarana penyebarluasan informasi dan interaksi dengan masyarakat, antara lain: 

• Instagram: @pu_djpi 
• X (Twitter): @ pu_djpi 
• TikTok: @pu_djpi 
• Facebook: Pembiayaan Infrastruktur PU  
• YouTube Channel: @pu_djpi 

Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi, 
meningkatkan transparansi, serta memperkuat interaksi publik terhadap program dan 
layanan DJPI. 

Selain itu, setiap bulan Tim Komunikasi Publik DJPI secara rutin mengadakan rapat 
koordinasi untuk membahas penyusunan timeline dan strategi pengelolaan media sosial, 
termasuk penyusunan materi publikasi yang menampilkan capaian dan kinerja masing-
masing unit kerja. Rapat ini dihadiri oleh Penanggung Jawab (PIC) dari setiap unit kerja 
guna memastikan keselarasan pesan dan konsistensi informasi yang disampaikan kepada 
publik. 

 

https://www.instagram.com/pu_djpi/
https://x.com/pu_djpi
https://www.tiktok.com/@pu_djpi
https://www.facebook.com/p/Pembiayaan-Infrastruktur-PUPR-100064067593969/
https://www.youtube.com/c/puprpembiayaan
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Timeline Media Sosial DJPI Bulan April-Juni Tahun 2025 
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Instagram DJPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X DJPI 
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Facebook DJPI 

 

 

 

Tiktok DJPI 
 



 
 

 11 

 
 

 

Youtube DJPI 
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2.3 Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 
Laporan Layanan Informasi Triwulan II Tahun 2025 

 
1. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID Direktorat 

Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui aplikasi SP4N-LAPOR tidak terdapat 
penerimaan pengaduan, dengan status: 

  
  
 
 
 
 
 

2. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID 
Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui media sosial sebanyak 
satu pengaduan, dengan status: 

 

 
 
 
 
 

 
3. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID 

Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui datang 
langsung/persuratan tidak terdapat penerimaan pengaduan, dengan status: 

 
 
 
 
 
 
 

4. Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Sekretariat Pelaksana PPID 
Direktorat Jenderal Pembiayaan infrastruktur melalui E-mail tidak terdapat 
penerimaan pengaduan, dengan status: 

 
 

 
 
 
 
  

No Bulan Status 
Selesai 

Status dalam 
Proses 

Total 
Pengaduan 

1. April 0 0 0 
2. Mei 0 0 0 
3. Juni 0 0 0 

No Bulan Status 
Selesai 

Status dalam 
Proses 

Total 
Pengaduan 

1. April 0 0 0 
2. Mei 1 0 1 
3. Juni 0 0 0 

No Bulan Status 
Selesai 

Status dalam 
Proses 

Total 
Pengaduan 

1. April 0 0 0 
2. Mei 0 0 0 
3. Juni 0 0 0 

No Bulan Status 
Selesai 

Status dalam 
Proses 

Total 
Pengaduan 

1. April 0 0 0 
2. Mei 0 0 0 
3. Juni 0 0 0 
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Seluruh pengaduan dan permohonan informasi yang masuk ke DJPI telah 
dikelompokkan berdasarkan unit kerja terkait, guna mempermudah proses tindak lanjut 
dan evaluasi pelayanan. Rincian klasifikasi pengaduan maupun permohonan informasi 
per unit kerja adalah sebagai berikut: 

 

2.4 Rekapitulasi Pengelolaan Informasi Publik 
Pengelolaan informasi publik dilakukan dengan klasifikasi sesuai ketentuan, yaitu: 

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
di Kementerian Pekerjaan Umum 

 

 

No Unit Kerja  Jumlah 
Pengaduan  Jenis Pengaduan  

1. 
Sekretariat Direktorat Jenderal 
Pembiayaan Infrastruktur 
Pekerjaan Umum 

1 Jafung API 

2. 
Direktorat Pengembangan Sistem 
dan Strategi Penyelenggaraan 
Pembiayaan 

0 - 

3. Direktorat Pelaksanaan 
Pembiayaan Sumber Daya Air 0 - 

4. Direktorat Pelaksanaan 
Pembiayaan Bina Marga 0 - 

5. Direktorat Pelaksanaan 
Pembiayaan Cipta Karya 0 - 
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Informasi yang wajib tersedia setiap saat 

di Kementerian Pekerjaan Umum 
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Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala 
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI 

 

Informasi yang wajib tersedia setiap saat 
di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PI 
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2.5 Kondisi Layanan Informasi Publik  
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) terus berupaya menciptakan dan 

meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sehingga output akhirnya dapat tercapai 
dan memberikan tingkat kepuasan kepada masyarakat yang menerimanya. 

Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan menyediakan Layanan Informasi 
Publik secara langsung yang berada di kantor DJPI dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang 
meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan 
informasi, pengawasan internal, dan pelayanan konsultasi. 

Unit Layanan Informasi Publik nantinya bermanfaat dalam memberikan dan membantu 
para pemohon atau pihak-pihak berkepentingan dalam mendapatkan informasi secara 
cepat, tepat, dan profesional. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Booth ini kini tampil dengan desain baru yang lebih nyaman dan informatif untuk 
memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik. Pembaruan ini mendukung 
kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan mengelola informasi, termasuk layanan 
pengaduan, pengawasan internal, serta konsultasi publik. 
 
Sebagai tambahan, tersedia pula berbagai buku bacaan agar pengunjung dapat 
menikmati waktu sambil menunggu proses pelayanan. 
 

Gambar Booth Pelayanan Informasi  
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2.6 Upaya Inovasi Pelayanan Informasi Publik  
Dalam rangka upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan informasi publik 

DJPI berinovasi dengan membuat suatu sistem penanganan pengaduan terpadu yang 
melibatkan PIC disetiap unit kerja melalu PPID DJPI:  

https://pembiayaan.pu.go.id/pelayananppid/b4ck3nd!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dashboard Pengaduan 

 
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi dan pengaduan masyarakat di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, telah 
dilakukan serangkaian perubahan dan perbaikan sistematis. Transformasi ini bertujuan 
untuk menciptakan layanan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. 
1. Digitalisasi Rekapitulasi Data 

Sebelumnya, rekapitulasi data pemohon beserta dokumen pendukung masih dilakukan 
secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan ketidakteraturan 
data. Kini, seluruh data telah terdokumentasi secara digital dalam dashboard layanan, 
sehingga memudahkan pelacakan dan pengarsipan informasi. 

2. Integrasi Layanan Pengaduan dan Permohonan Informasi 
Sebelumnya, penanganan pengaduan dan permohonan informasi dilakukan secara 
terpisah dari berbagai kanal. Kini, layanan tersebut telah terintegrasi melalui satu 
dashboard layanan, yang memungkinkan penanganan lebih cepat, terkoordinasi, dan 
terdokumentasi dengan baik. 

 
 
 

https://pembiayaan.pu.go.id/pelayananppid/b4ck3nd!
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3. Pemantauan Batas Waktu Layanan 
Pada tahap awal, monitoring terhadap batas waktu pelayanan dilakukan secara 
manual. Kini, setiap pengaduan dan permohonan informasi sudah termonitor otomatis 
melalui dashboard pengaduan, sehingga meminimalkan potensi keterlambatan. 

4. Penetapan Penanggung Jawab (PIC) 
Dahulu belum terdapat penanggung jawab yang jelas dari setiap unit kerja terkait 
pengelolaan pengaduan dan permohonan informasi. Saat ini telah dibentuk 
Penanggung Jawab (PIC) di masing-masing unit kerja melalui SK PIC Penanganan 
Pengaduan, untuk memastikan tanggung jawab dan tindak lanjut berjalan efektif. 

5. Penyusunan Tata Kelola dan SOP 
Sebelumnya belum tersedia tata kelola yang terintegrasi dalam penanganan 
pengaduan masyarakat. Kini, telah disusun Proses Bisnis dan SOP Penanganan 
Pengaduan DJPI, yang menjadi pedoman baku dalam pelaksanaan layanan tersebut. 

6. Peningkatan Transparansi Informasi 
Sebelumnya, informasi terkait penanganan pengaduan dan permohonan informasi 
belum disampaikan secara transparan. Saat ini, sistem yang diterapkan memungkinkan 
penyajian informasi yang lebih terbuka kepada publik, sebagai upaya meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja layanan publik. 

 

2.7 Survei Layanan Informasi Publik   
 Pada Laporan Semester I Tahun 2025 setelah permohonan dapat diproses telah 

dilakukan survey melalui form yang dikirimkan langsung kepada pemohon untuk 
mempermudah melakukan penilaian sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan DJPI. 
Penilaian ini berdasarkan penilaian terhadap 9 unsur penilaian antara lain: 

1. Unsur tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya, 
2. Unsur tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini,  
3. Unsur tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan,  
4. Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan,  
5. Unsur tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar 

pelayanan dengan hasil yang diberikan,  
6. Unsur tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan,  
7. Unsur tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan,  
8. Unsur tentang kualitas sarana dan prasarana  
9. Unsur tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. Yang menjadi acuan dalam 

standar layanan informasi publik di DJPI 
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. 

 

 

 

 
 

 
Perhitungan SKM  
 

Berdasarkan data Indeks Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik DJPI 
pada Semester I hal ini masyarakat memberikan penilaian terhadap layanan informasi 
publik dengan nilai BAIK   dengan mutu pelayanan B. 
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BAB III 
KENDALA DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI 

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan DJPI pada prinsipnya telah 
berjalan, namun masih terdapat berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan 
tindaklanjut atas Kendala tersebut antara lain: 

3.1 Kendala Layanan Informasi Lingkup Unit Organisasi Ditjen Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umum 

Sebagai badan publik yang memiliki tugas dan fungsi dapat menyelanggarakan 
pelayanan informasi dengan baik. Namun sebagai unit organisasi dengan tusi menangani: 
1. Dalam pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana DJPI masih menerima pengaduan 

yang terkait pembiayaan perumahan namun hal ini sudah dikoordinasikan dengan 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

2. Perlu dilakukannya pemutakhiran DIK dan DIP DJPI dengan nomenklatur terbaru 
karena saat ini sudah tidak lagi menangani terkait Pembiayaan perumahan. 

3. Perlu adanya kebijakan yang mengatur layanan yang terintergarasi antar unit kerja, 
mengingat saat ini setiap unit kerja telah melakukan pencanangan ZI jadi dan memiliki 
layanan sehingga dapat dibuat layanan yang terintegrasi 

3.2 Kendala dalam Layanan Informasi Lingkup Unit Kerja 
1. Dalam pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana DJPI melibatkan unit kerja sebagai 

anggota sekretariat pelaksana guna mendukung pelaksanaannya. Namun demikian 
saat ini penugasan terkait pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur 
belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten. 

2. Partisipasi aktif dari unit kerja dalam pemenuhan layanan informasi publik belum 
maksimal. 

3. Sosialisasi dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima 
masih terbatas. 
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BAB IV 
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT LAYANAN INFORMASI 

PUBLIK DI LINGKUNGAN DJPI 
Dalam rangka peningkatan layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Direktorat 

Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dapat melaksanakan rekomendasi dan tindaklanjut 
antara lain: 

4.1 Rekomendasi  
1. Memperkuat koordinasi antar unit kerja untuk mengantisipasi penanganan pengaduan 

masyarakat yang berada di luar kewenangan DJPI seperti misalnya kewenangan Unor 
lain 

2. Melakukan pemutakhiran Data dan Informasi Kegiatan (DIK) serta Daftar Informasi 
Publik (DIP) sesuai nomenklatur dan tugas fungsi terkini agar informasi yang 
disampaikan tetap relevan. 

3. Menyusun kebijakan internal serta mengembangkan sistem layanan informasi yang 
terintegrasi antar unit kerja dalam mendukung pelaksanaan Zona Integritas dan 
pelayanan prima. 

4. Mengoptimalkan keterlibatan unit kerja dalam mendukung pelaksanaan layanan 
informasi publik melalui penugasan yang jelas dan koordinasi yang berkesinambungan. 

5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di seluruh unit 
kerja dalam bentuk SOP Makro dan Mikro 

6. Memperluas kegiatan sosialisasi dan diseminasi mengenai keterbukaan informasi 
publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh pegawai dan 
masyarakat. 

4.2 Tindak Lanjut 
1. Meningkatkan Publikasi kanal layanan publik untuk memastikan penanganan 

pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan DJPI. 
2. Melakukan pemutakhiran DIK dan DIP secara berkala serta melakukan verifikasi 

terhadap kesesuaian data dengan struktur organisasi terbaru berkoordinasi dengan 
Biro Komunikasi Publik. 

3. Menyusun Standar layanan informasi publik yang terintegrasi antar unit kerja serta 
mengembangkan sistem digital terpadu untuk pengelolaan informasi melalui 
dashboard layanan dan website DJPI. 

4. Menetapkan surat tugas dan uraian tugas bagi anggota sekretariat pelaksana PPID 
dari tiap unit kerja guna memperjelas tanggung jawab dan peran. 
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5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta pelatihan rutin untuk memastikan 
konsistensi penerapan SOP dan peningkatan kompetensi petugas layanan informasi 
publik. 

6. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan secara 
berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta komitmen unit kerja 
terhadap keterbukaan informasi publik. 

 

 

 

 

 


